NOMOR 9

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON

> {GE AR PR LA IR —

TAHUN 2011 SERI' A

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON

NOMOR 9 TAHUN 2011

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA CIREBON

TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

Menimbang

WALIKOTA CIREBON,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184

ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah  sebagaimana
telah beberapakali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua  Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Cirebon kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah berupa laporan keuangan yang
telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan
paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun
anggaran berakhir;

Mengingat

2
b. bahwa Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

1.

Kota Cirebon Tahun Anggaran 2010 sebagaimana
dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan
dengan Peraturan Daerah;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota
Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur /
Jawa Tengah / Jawa Barat dan dalam Daerah
Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954
tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16
dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu)
tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-
Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 551);

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4999);
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3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985

tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1985
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3854)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4150);

10.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali
diubah  terakhir  dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);
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11.

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009
tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5043);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);

16.

17.

18.

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4416),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005
tentang Standar Akuntansi  Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005
tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4513);
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005
tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005
tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005
tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

26.

27.

28.

29.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4855);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007
tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4693);
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30.

31.

32.

33.

34.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007
tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009
tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4972);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010
tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5104);

35.

36.

37.

38.

39.

40.
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Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia  Nomor 5161);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16
Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17
Tahun 2007 tentang Pedoman  Teknis
Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2007 tentang Pengelompokkan
Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran
dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja
Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta
Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi
Intensif dan Dana Operasional;
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41.

42.

43.

44.

45.

46.
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55
Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan
dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban
Bendahara serta penyampaiannya,

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/
2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil
Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan
Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah Dana Alokasi Khusus di Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24
Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara
Penghitungan, Penganggaran dalam APBD,
Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan
Keuangan Partai Politik;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2010;

Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan
Menteri Dalam Negeri Nomor 186/PMK.07/2010
dan Nomor 53 Tahun 2010 tentang Tahapan
Persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan sebagai Pajak Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 510);

47.

48.

49.
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Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah
Kota Cirebon Tahun 2004 Nomor 52),
sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah
Kota Cirebon Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 8);

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005
tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
yang Mendapat Kursi di Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah
Kota Cirebon Tahun 2005 Nomor 46, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 6)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005
tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
yang Mendapat Kursi di Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah
Kota Cirebon Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 7);

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan  Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cirebon Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Cirebon
Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Cirebon Nomor 17 Seri E);
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Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008
tentang Penambahan Penyertaan Modal
Pemerintah Kota Cirebon pada Perusahaan
Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar
Kota Cirebon, Perusahaan Daerah Farmasi
Ciremai Kota Cirebon, dan Perseroan Terbatas
Bank Jawa Barat Banten Cabang Cirebon
(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008
Nomor 11 Seri A);

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008
tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang
Dilaksanakan ~ Pemerintah Kota  Cirebon
(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008
Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Cirebon Nomor 19 Seri D);

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008
tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada
Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah
Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 20
Seri D);

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008
tentang Dinas - Dinas Daerah pada Pemerintah
Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon
Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Cirebon Nomor 21 Seri D);

54.

55.

56.

57.

58.

59.
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Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008
tentang Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi
Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan
Terpadu pada Pemerintah Kota Cirebon
(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008
Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Cirebon Nomor 22 Seri D);

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008
tentang Kecamatan dan Kelurahan pada
Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah
Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 23
Seri D);

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon
Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Cirebon Nomor 24 Seri A);

Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon
Tahun 2008 Nomor 18 Seri A);

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan  Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon
Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kota
CirebonTahun 2009 Nomor 1 Seri E);

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang
Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah
Kota Cirebon pada Perusahaan Daerah Air
Minum Kota Cirebon (Lembaran Daerah
Kota Cirebon Tahun 2009 Nomor 2 Seri A);
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60. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009
tentang Penambahan Penyertaan Modal
Pemerintah Kota Cirebon pada Perusahaan
Daerah Farmasi Ciremai Kota Cirebon
(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2009
Nomor 5 Seri A);

61. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran
2010 (Lembaran Daerah Kota Cirebon
Tahun 2010 Nomor 7 Seri A);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON
dan

WALIKOTA CIREBON

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTA CIREBON TAHUN ANGGARAN
2010.

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan
keuangan memuat :
a. laporan realisasi anggaran;
b. neraca;
c. laporan arus kas; dan
d. catatan atas laporan keuangan.

16

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan
Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
huruf a Tahun Anggaran 2010 sebagai berikut :

a. Pendapatan ............ccoocociiiiiiiniiiinnn, Rp. 677.729.110.504,00
b. Belanja .....cccoccceveiiieiiii e Rp. 749.767.900.000,00
Surplus/(defisit) ..., Rp. (72.038.789.496,00)

c. Pembiayaan
- Penerimaan .............cccceee s Rp. 92.189.528.248.,00
- Pengeluaran ............cccccoeeiievnnnn. Rp. 202.208.253,00
Pembiayaan Neto ....................... Rp. 91.987.319.995,00

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 sebagai berikut :

(1) Selisih Anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah
........................................................ Rp. (27.009.631.605,00)

Dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pendapatan setelah perubahan ..............................
.................................................... Rp. 704.738.742.109,00

b. Realisasi .........ccccvvvviiiiinienenennn, Rp. 677.729.110.504,00
Selisih lebih/(kurang) .................. Rp. (27.009.631.605,00)

http://www.bphn.go.id/



(2)

(3)

(4)

17

Selisih  Anggaran dengan realisasi belanja sejumlah

........................................................ Rp. 43.450.437.509,16
Dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran belanja setelah perubahan ...............cccccooooonnni.
................................................... Rp. 793.218.337.509,16
b. Realisasi .........ccccceviiiiiiiiiinnns Rp. 749.767.900.000,00
Selisih lebih/(kurang) ................ Rp. 43.450.437.509,16
Selisih Anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sejumlah .....
......................................................... Rp.  (16.440.805.904,16)
Dengan rincian sebagai berikut :
a. Surplus/defisit setelah perubahan ..............cccccceee i
................................................... Rp. (88.479.595.400,16)
b. Realisasi ......cc.ccvvvevvesirinennne, Rp.  (72.038.789.496,00)
Selisih lebih/(kurang) ............... Rp. (16.440.805.904,16)
Selisih Anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan
sejumlah ... Rp. 3.502.932.848,12
Dengan rincian sebagai berikut :
a. Penerimaan setelah perubahan ...........ccccoooiiiiiiiiin.
................................................... Rp 88.686.595.400,16
b. Realisasi .......cccccccoviiiiriiinneennns Rp 92.189.528.248,28
Selisih lebih/(kurang) .............. Rp 3.502.932.848,12

()

(6)
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Selisih Anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan

sejumlah .........ccooeviviiiie Rp. 4.791.747,00

Dengan rincian sebagai berikut :

a. Pengeluaran setelah perubahan ............cccoooiiiiiii i,
................................................... Rp 207.000.000,00

b. Realisasi .........cccccoeeviiiiiiiiiiinnns Rp. 202.208.253,00
Selisih lebih/(kurang) ............... Rp. 4.791.747,00

Selisih Anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah ...

........................................................ Rp. 3.507.724.594,84

Dengan rincian sebagai berikut :

a. Pembiayaan Neto setelah perubahan ...............ciiiiiiiis
................................................... Rp. 88.479.595.400,16

b. Realisasi .........ccccoevviiiiiiiiinns Rp. 91.987.319.995,00
Selisih lebih/(kurang) ............... Rp. 3.507.724.594,84

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per
31 Desember Tahun 2009 sebagai berikut :

a.

b.

C.

Jumlah Aset .......ccccovviviiiieiieee Rp. 2.262.286.111.182,21
Jumlah Kewajiban ......................... Rp. 14.777.520.820,49
Jumlah Ekuitas dana ...................... Rp. 2.247.508.590.361,72
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Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c
untuk Tahun vyang berakhir sampai dengan 31 Desember
Tahun 2010 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2010...........ccccccciiiiiieeeennnn.
....................................................... Rp. 92.196.661.770,00

b. Arus kas dari aktivitas operasi ...... Rp. 67.924.641.111,00

c. Arus kas dari aktivitas investasi asset non keuangan .................
...................................................... Rp. (139.963.430.607,00)

Pasal 6

Saldo Kas Swadana RSUD Gunung Jati Kota Cirebon
per 31 Desember 2010 sebesar Rp. 1.210.106.431,00 yang
pengelolaannya terpisah dari kas daerah langsung digunakan
sebagai operasional RSUD Gunung Jati.

Saldo dana bergulir Dinas Perindustrian, Perdagangan dan
Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Cirebon
per 31 Desember 2010 sebesar Rp. 1.632.227.539,50 yang
pengelolaannya terpisah dari kas daerah untuk digulirkan kembali
kepada koperasi oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan
Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Cirebon.

20

Pasal 7

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 huruf d memuat informasi baik secara kuantitatif maupun
kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 8

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum
dalam lampiran Peraturan Daerah ini terdiri dari :

1. Lampiran | . Laporan realisasi anggaran;

2.  Lampiran 1.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran
menurut urusan pemerintahan daerah dan
organisasi;

3. Lampiran 1.2 . Rincian laporan realisasi anggaran menurut

urusan pemerintahan daerah, organisasi,
pendapatan, belanja dan pembiayaan;

4. Lampiran 1.3 . Rekapitulasi laporan realisasi anggaran
menurut urusan pemerintahan daerah,
organisasi, program dan kegiatan;

5. Lampiran 1.4 . Rekapitulasi realisasi anggaran belanja
daerah untuk keselarasan dan keterpaduan
urusan pemerintahan daerah dan fungsi
dalam rangka pengelolaan keuangan

negara;
6. Lampiran 1.5 . Daftar piutang daerah;
7. Lampiran 1.6 . Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Lampiran 1.7

Lampiran 1.8

Lampiran 1.9

Lampiran 1.10

Lampiran .11

Lampiran I

Lampiran Il
Lampiran IV
Lamapiran V

Lampiran VI

: Daftar realisasi

: Daftar realisasi
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penambahan dan
pengurangan asset tetap daerah;

penambahan dan
pengurangan asset lainnya;

. Daftar kegiatan-kegiatan yang belum

diselesaikan sampai akhir tahun dan
dianggarkan  kembali  dalam  tahun
anggaran berikutnya;

. Daftar dana cadangan daerah; dan

: Daftar pinjaman daerah dan obligasi

daerah.

. Neraca;

. Laporan Arus Kas;

. Catatan atas laporan keuangan;
. Laporan Kinerja; dan

: Laporan Keuangan Perusahaan Daerah
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Pasal 9

Berdasarkan Audit Cash Opnam dan Audit LKD Perhitungan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010 telah
diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Perwakilan Jawa Barat dengan Nomor 17.A/LHP/XVIII.BDG/06/2011
Perihal Hasil Pemeriksaan atas laporan Keuangan Kota Cirebon
Tahun Anggaran 2010 tanggal 22 Juni 2011 dengan pendapat
Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang mencerminkan posisi
sisa lebih Perhitungan Anggaran 2010 (SILPA) sebesar
Rp. 19.948.984.191,00 terdiri :

a. Saldo Bank JABAR per 31 Desember 2010..........ccccceevvvvvvinvnnnnnnn.
13.663.552.328,00
5.000.000.000,00

75.325.432,00

d. Sisa Kas BLUD RSUD Gunung Jati ... Rp. 1.210.106.431,00

Pasal 10

(1) Untuk Pendapatan dan Belanja Rumah Sakit Umum Daerah
Gunung Jati pengelolaannya terpisah dari kas daerah yaitu
menggunakan kas di BLUD RSUD Gunung Jati.

(2) Untuk Sisa Kas Koperasi tidak dikembalikan ke kas daerah tapi
langsung digulirkan ke Usaha Kecil Menengah (UKM).
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Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
ayat (2) terdiri dari :

a. Laporan kinerja tercantum dalam lampiran V Peraturan Daerah
ini.**)

b. Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah /
Perusahaan Daerah tercantum dalam lampiran VI Peraturan
Daerah ini.

Pasal 12

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2010 sebagai rincian
lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran
2010.

Pasal 13

Menunjuk Surat Keputusan Direksi PT. Bank Jawa Barat
Nomor 189/SK/DIR-Peng.Keu/2004 Tanggal 26 Maret 2004 tentang
Kebijakan Pencatatan Akuntansi, untuk rekening nasabah
penyimpan, Pecahan Sen Rupiah dibulatkan ke atas menjadi
Rp. 1,00 Penuh.
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Pasal 14
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 7 Oktober 2011
WALIKOTA CIREBON,
ttd,

SUBARDI

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 10 Oktober 2011

ERAH KOTA CIREBON,

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2011 NOMOR 9
SERI A
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